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ABSTRACT

This study aims to 1) Knowing the implementation of the policy of issuing a driving license (SIM) at the Gowa Police in terms of resources, 2) Determinants of the implementation of the policy of issuing a driving license (SIM) at the Gowa Police. The research method is a qualitative type with a phenomenological approach. The data sources used primary data through observation and interview instruments which determined nine research informants and secondary data through the review of various documents. The data analysis technique uses an interactive model, namely data collection, data condensation, data presentation, and verification/conclusion. The results of this study show 1). The policy for managing SIM issuance at the Gowa Police, seen from the aspect of resources, is not implemented properly, because there are still shortcomings in facilities and infrastructure that can provide a sense of comfort for SIM administrators when receiving services. 2) The determinant factor of the SIM issuance policy at the Gowa Police is the resource factor which is divided into the dimensions of human resources and facilities and infrastructure resources. These resources are critical to the success and failure of the SIM issuance policy to be implemented effectively and efficiently.
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PENDAHULUAN
Kebijakan Surat Izin Mengemudi (yang kemudian disingkat SIM) merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Seorang pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan, seperti SIM C untuk kendaraan roda dua, SIM A untuk kendaraan roda empat dan lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.
Kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polisi Republik Indonesia menjadi salah satu pelayanan di kepolisian yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan pembuatan atau perpanjangan SIM. Mencermati berbagai permasalahan dalam kebijakan penerbitan SIM secara umum kekuranganya terjadi pada sumber daya, dimana sumber daya ini berupa petugas yang secara kuantitas jumlahya tidak tersedia dibandingkan jumlah masyarakat yang akan mengurus penerbitan SIM, sedangkan secara kualitas juga terkadang menjadi ketidakpuasan publik, seperti cara kompunikasi petugas yang tidak bersikap empati dan memberikan solusi informasi yang tepat dan jelas disaat pengurus SIM mendapatkan kendala dalam dokumen administrasinya. Selain itu, tidak adanya sarana perangkat aplikasi sistem pemeriksanaan KTP bagi pemohon pengurus SIM untuk dilakukan pengkroscekan data KTP yang ada di Catatan Sipil untuk menghidari pemalsuan identitas umur. Permasalahan lainnya juga yang seringkali dijumpai dan dirasakan oleh pengurus SIM ialah pada sarana dan prasarana ruang tunggu yang dinilai masih cukup terbatas dari segi luas ruangan maupun jumlah kursi yang disediakan untuk pomohon pengurus SIM serta area lokasi ujian praktik bagi pengurus SIM A dan B yang belum tersedia.
Melihat kondisi jumlah atau angka dalam setiap hari yang banyaknya masyarakat mengeluarkan kendaraan motor dan mobil baru atau masyarakat yang belum memiliki SIM serta SIM yang sudah habis masa berlakunya mengakibatkan aktivitas pelayanan pengurusan pembuatan SIM tidak hentinya setiap hari yang harus ditangani oleh petugas kepolisian, termasuk Polres Gowa, hal ini dapat dilihat jumlah pengurus SIM pada gambar di bawah ini.


Sumber:  Polres Gowa, Tahun 2021

Berdasarkan data gambar di atas, menunjukkan jumlah angka pembuatan SIM dalam setiap bulan pada tahun 2020 di Polres Gowa yang terbilang banyak untuk pembuatan SIM A yang baru mencapai jumlah 4.098 dan yang mengurus perpanjangan SIM A sebanyak 2.490 orang. Selanjutnya data yang tertinggi kedua ialah pengurus SIM C yang mencapai jumlah 10.345 untuk SIM baru, sedangkan yang mengurus perpajangan sebanyak 7.582. sedangkan yang paling sedikit ialah yang mengurus SIM D hanya sebanyak 2 orang sejak dari tahun 2020. 
Keberhasilan polres Gowa untuk mengimplementasikan kebijakan penerbitan SIM yang efektif dan meminimalisir banyaknya permintaan untuk penerbitan SIM, maka sudah seharusnya kondisi tersebut dilakukan upaya mendasar dengan memperhatikan sumber daya organisasi, sebab sumber daya merupakan hal determinan dan sekaligus input yang menggerakkan perjalanan organisasi. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Edward dalam Tangkilisan (2003:12-13) Sumber daya memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumbersumber pendukungnya tidak tersedia, sumber-sumber pendukung tersebut adalah: staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dan informasi yang memadai untuk keperluan implementasi. 
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi kebijakan juga dalam hal ini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang sangat perlu untuk dilakukan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan nasional. Dalam model kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemantasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:128) salah satunya ialah faktor sumber daya
Sebagai kunci pokok, sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi dan anggaran akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Polres Gowa. Oleh karena itu berhasil tidaknya suatu kebijakan yang dilaksanakan Polres Gowa terkhusus pada bagian penerbitan pelayanan SIM akan ditentukan oleh faktor sumber daya dalam mencapai tujuannya.


METODE PENELITIAN

	Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan sumber data primer melalui metode wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder berupa observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada kebijakan penerbitan SIM dengan dimensi sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya informasi, serta faktor determinan pendukung Implementasi kebijakan penerbitan SIM. Teknik pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber data dan teknik analisis data digunakan model interaktif mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan keseimpulan/verifikasi.


HASIL PENELITIAN 
	
a. Implementasi Kebijakan Penerbitan SIM	 
	Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ialah sumber daya, dimana sumber daya dipahami adalah salah satu pondasi utama dalam organisasi berupa sumber daya manusia, sarana prasarana dan informasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang tidak lain ialah petugas layanan di Polres Gowa secara kuantitas dan kualitas yang akan berdampak pada penyelesaikan pekerjaan dalam pembuatan dan penerbitan SIM.  Hal ini disampaikan oleh MS selaku Kasat Lantas Polres Resor Gowa (Wawancara tanggal 9 Februari 2021) mengatakan bahwa “jumlah petugas yang ditempatkan bagian pelayanan SIM sudah sangat memadai dan secara kemampuan dimiliki para petugas layanan SIM yang mampu mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik dan mampu memberikan solusi untuk mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi para pemohon SIM”.
	Keterangan dari MS, juga diperjelas oleh RA selaku pemohon (wawancara tanggal 9 Februari 2021) menerangkan “semua loket layanan selalu ada petugas yang bekerja melayani masyarakat dan pembagian tugas mereka juga sangat jelas karena ada petugas yang bagian foto, sidik jari, entri data, petugas bagian ujian teori dan petugas yang mengurus ujian praktek.
	Kedua keterangan dari informan di atas, memberikan gambaran sumber daya petugas yang bekerja pada bagian layanan pembuatan SIM secara kualitas dan kuantitas sudah baik, hal tersebut terlihat pada masing-masing loket selalu terdapat petugas yang siap siaga melayani para pemohon SIM dan selain itu, para petugas layanan SIM juga dapat memberikan pengarahan atau penjelasan dengan tepat kepada masyarakat yang tidak memahami alur atau prosedur pengurusan pembuatan SIM, hal ini dipertegas pula oleh salah seorang pemohon yaitu AM (wawancara tanggal 16 Februari 2021) bahwa “petugas disini sudah sangat bagus, karena setiap kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan SIM selalu dapat diberikan solusi”.
Kemampuan sumber daya petugas dari segi pengetahuan dan keahlian teknis yang dinilai baik dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi para pemohon dapat diberikan solusi yang tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, Nampak juga penyelesaikan pembuatan SIM tidak memakan waktu yang lama, sehingga masyarakat yang datang mengurus SIM dapat memperoleh SIM di hari itu juga.
	Implementasi kebijakan pengurusan pembuatan SIM di Polres Gowa dilihat dari dimensi sumber daya manusia yang dinilai sudah sangat mamadai dan juga baik. hal ini ditunjukkan adanya kemampuan para petugas yang mampu meyelesaikan pembuatan SIM dengan cepat dan tepat. Selain itu, kamampuan tersebut juga ditunjukkan adanya pemanfaatan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat serta pemanfaatan teknologi dalam merencanakan berbagai program kegiatan dalam proses pengurusan pembuatan SIM yang lebih mudah dan efisien.
	Pengukuran kebijakan pembuatan SIM selain daripada dilihat dari dimensi sumber daya manusianya juga terdapat dimensi sumber daya sarana prasarana dan sumber daya informasi yang merupakan sebagai alat pendukung bagi manusia untuk bekerja dengan lebih mudah dan cepat. Hasil wawancara dengan AM (tanggal 16 Februari 2021) bahwa “kalau dari segi sarana berupa komputer kerja, dan komputer untuk ujian teori, dan kelengkapan informasi semuanya telah tersedia dan mamadai, hanya yang masih perlu dimaksimalkan terutama ruang tunggu yang luas ukurannya kecil tidak sebanding dengan jumlah pengurus SIM yang datang setiap hari”.
	Berbagai keluhan masyarakat yang dirasakan atas ruang tunggu yang dinilai masih sangat terbatas untuk beberapa jumlah pemohon saja, walaupun pihak polres bagian SIM sudah menyediakan area dan tempat duduk diluar ruangan tetap juga tidak dapat memberikan kesan dan kenyamanan bagi para pemohon SIM. Seluruh rangkaian proses pengurusan pembuatan SIM yang dimulai dari pendaftaran, pengambilan foto dan sidik jari, ujian teori dan ujian praktek yang semua hal tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien apabila semuanya di dukung sarana yang sangat memadai. Selain daripada sarana yang dibutuhkan untuk proses pengambilan foto maupun disaat ujian teori, juga dibutuhkan sarana yang mendukung untuk ujian praktek. MA (tanggal 21 Januari 2021) bahwa sarana ujian praktek untuk kendaraan motor sudah cukup memadai karena sudah ada disediakan motor yang akan digunakan oleh peserta ujian praktek”.
Hasil pengamatan peneliti juga terlihat sarana yang digunakan untuk ujian praktek khususnya motor sudah cukup memadai dengan dilengkapi berbagai jenis motor dan juga area praktek, akan tetapi hasil pengamatan peneliti juga menemukan bahwa sarana untuk praktek kendaraan mobil saat ini masih sangat tidak efektif, sebab area praktek untuk pengurus SIM A dan B hanya dilakukan di depan halaman Polres Gowa yang tidaki sesuai dengan standar Operasional Prosedur untuk ujian praktek mobil belum memenuhi syarat. Implementasi kebijakan pengurusan pembuatan SIM di Polres Gowa dilihat dari dimensi sarana dan prasarana dinilai belum efektif meskipun dari beberapa ketersediaan sarana komputer dan lengkapnya SOP akan tetapi beberapa keterbatasan sarana maupun prasarana yang tidak dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pemohon SIM yang tidak sesuai dengan standar SOP.

b. Faktor Deteriman Implementasi Kebijakan Penerbitan SIM
	Keberhasilan Polres Gowa dalam melaksanakan kebijakan penerbitan SIM juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Berbagai faktor tersebut sudah sangat pasti memberikan dampak konsekuensi baik dari proses maupun hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara MU (tanggal 9 Februari 2021) menerangkan “untuk merealiasikan penerbitan SIM yang mudah dan nyaman bagi pemohon masih belum dapat terpenuhi dikarenakan adanya berbagai fasilitas yang belum mendukung dan tidak terstandar sesuai SOP yang ada”. Sedangkan HA (wawancara tanggal 16 Februari) memberikan pandangan bahwa “kami selalu mengupayakan komunikasi dengan pihak atasan kami di tingkat Polda maupun Polri dengan menyampaikan kekurangan dan kebutuhan dipolres ini, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Polri karena dengan alasan keterbatasan dana serta tidak diakomodir dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat”. Pernyataan kedua informan tersebut memberikan gambaran pada dasarnya berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gowa dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terkhusu pada bagian penerbitan SIM, akan tetapi pimpinan Polda maupun Polri belum memberikan respon solusi untuk permasalahan tersbut. 
	Dari hasil penelitian ditemukan faktor determinan penentu atau tidaknya berhasilnya implementasi kebijakan penerbitan SIM di Polres Gowa ialah faktor Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang terdapat di Polres Gowa untuk mewujudkan kebijkan penerbitan SIM yang efektif sesuai SOP, maka sangat diperlukan peran dari badan pelaksana yang membuat kebijakan penerbitan SIM adalah Polri yang seharusnya pihak Polri dapat secara tegas dan konsisten untuk menyediakan dan memberikan anggaran kepada polres Gowa dalam tujuan pembenahan sarana dan prasarana sesuai SOP yang sudah ditetapkan oleh Polri. Diketahui pula bahwa sumber daya sarana, prasarana dan informasi merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan proses pelayanan dan sangat mudah nampak dilihat serta dirasakan oleh pengurus SIM.

PEMBAHASAN

1.  Implementasi Kebijakan Penerbitan SIM 
Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kebudayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Manusia adalah agen-agen aktif yang mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik, dan melaksanakan pembangunan nasional. Selain jumlah pegawai, maka profesionalisme pegawai atau sumber daya manusia juga sangat mendukung dalam penyusunan kebijakan. 
Dari hasil temuan penelitian secara keselurhan dinilai aspek sumberdaya belum tepenuhi terpenuhi dengan baik, walaupun diketahui bahwa sumber daya manusia (petugas) pada bagian Satpas Polres Gowa sudah sangat memadai secara kuantitas dan kualitas dengan ditandai adanya keberadaan para petugas di setiap loket yang tidak pernah kosong untuk memberikan proses layanan kepada pemohon SIM. Selain itu, kamampuan para petugas yang dilandasi dengan pengetahuan yang baik dan juga kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi yang sudah baik, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan sesuai SOP yang sudah ditentukan dalam penerbitan SIM.
Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Bila dilihat secara mikro, dalam arti di lingkungan suatu jenis kerja, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai atau karyawan. Sumber daya atau karyawan disuatu lembaga sangat penting perannya dalam mencapai keberhasilan organisasi.
Akan tetapi dilihat dari dimensi sumber daya sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang memadai untuk memenuhi segala standar pelaksanaan pelayanan penerbitan SIM yang sesuai dengan SOP dan juga harapan dari publik (pemohon SIM). Secara konsteks dipahami bahwa sumber daya manusia dan sarana merupakan penentu yang juga adalah sebagai input dalam organisasi, tanpa adanya input yang berkualitas maka proses dan output juga dapat menjadi lebih maksimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:128) bahwa Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi kebijakan juga dalam hal ini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang sangat perlu untuk dilakukan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan nasional.
Pelayanan terhadap publik terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap kinerja pelayanan penerbitan SIM tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang tidak mudah dan simpel, Hal ini mengharuskan pihak Satpas Polres Gowa untuk selalu melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai dimensi, dan tidak hanya dilihat dari satu dimensi semata saja. Dalam konteks ini Satpas Polres Gowa yang merupakan organisasi yang bertugas sebagai pelayanaan dan pelindung masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tugas teknis dan administratifnya. Dengan demikian Satpas Polres Gowa harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan disegala aspek sumber daya yang saat ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada proses pelayanan penerbitan SIM dalam upaya meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang semakin tahun mengalami peningkatan.
Edward dalam Tangkilisan (2003:12- 13) Sumber daya memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumbersumber pendukungnya tidak tersedia, sumber-sumber pendukung tersebut adalah : staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dan informasi yang memadai untuk keperluan implementasi. Bahkan menjadi beban bagi institusi, bergeser dari fungsi aslinya sebagai pendukung. Institusi harus mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk sarana dan fasilitas teknologi informasi, tetapi kemanfaatan yang dihasilkannya rendah. Untuk itulah melakukan perencanaan dalam pengedaaan fasilitas sarana dan prasarana perlu mulai di budayakan di Polres Gowa. Kebiasaan membuat program tanpa didasari justifikasi yang kuat sebagai hasil perencanaan harus diubah menjadi praktek-praktek yang lebih baik, logis, dan sistematis. Hal lain yang menjadi resistensi sikap pengelola adalah fasilitas untuk menunjang kegiatan pelayanan penerbitan SIM tersebut masih kurang, komitmen dari pimpinan pusat yaitu Polda maupun Polri, dan para petugas belum searah sehingga perbaikan fasilitas prasarana dan sarana belum digunakan secara maksimal.


2. Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Penerbitan SIM
	Kebijakan yang telah dirumuskan oleh Polri terkait Penerbitan SIM yang dimanahkan kepada setiap tingkatan kepolisian baik polda maupun polres untuk dapat mengimplementasikan kebijakan penerbitan SIM tersebut sesuai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Polri. Berdasarkan hasil temuan bahwa yang menjadi faktor determinan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan penerbitan SIM di Polres Gowa ialah faktor Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang terdapat di Polres Gowa untuk mewujudkan kebijkan penerbitan SIM yang efektif sesuai SOP, maka sangat diperlukan peran dari badan pelaksana yang membuat kebijakan penerbitan SIM adalah Polri yang seharusnya pihak Polri dapat secara tegas dan konsisten untuk menyediakan dan memberikan anggaran kepada polres Gowa dalam tujuan pembenahan sarana dan prasarana sesuai SOP yang sudah ditetapkan oleh Polri. Diketahui pula bahwa sumber daya sarana, prasarana dan informasi merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan proses pelayanan dan sangat mudah nampak dilihat serta dirasakan oleh pengurus SIM, hal ini ditegaskan dari slamy (2009:190) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, salah satunya yaitu “Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan”.
Implementasi kebijakan berjalan tidak selalu mulus, banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu implementasi keberhasilan. Hal ini dipengaruhi karena pada dasarnya implementasi kebijakan tidak selalu berada pada tempat yang vakum, sehingga terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi disekelilingnya yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementing organization yang menjadi faktor determinan yang sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama bagi setiap badan kepolisian terutama pihak Polri, sebab kebijakan penerbitan SIM merupakan kebijakan yang bersifat top down, dimana kebijakan yang dibuat oleh Polri kemudian dilaksanakan oleh semua tingkat kepolisian di daerah, mulai dari Polda, Polrestabes, Polres terkhusus dalam penerbitan SIM. 
 

SIMPULAN

	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengurusan penerbitan SIM di Polres Gowa dilihat dari aspek sumber daya tidak berjalan efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan masih terdapat kekurangan pada sarana dan prasarana yang dapat memberikan rasa nyaman bagi pengurus SIM disaat menerima pelayananan. Faktor determinan implementasi kebijakan penerbitan SIM di Polres Gowa ialah faktor Implementing organization yaitu badan pelaksana yaitu Polri dan Polda Sulawesi Selatan yang belum memberikan solusi bagi kekurangan dalam penerbitan SIM di Polres Gowa.
	Dari kesimpulan tersebut beberapa saran yang dapat direkomendasikan, yaitu; 1) Diharapkan bagi pimpinan polres Gowa untuk lebih kontinyu melakukan koordinasi dengan Pimpinan Polda maupun Polri untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran penerbitan SIM yang sesuai dengan SOP, 2) Diharapkan bagi kepala satpas bersama kepolres Gowa untuk menginisiasi bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam penyediaan lokasi ujian praktek SIM. 3) Diharapkan lebih mengootimalkan pelayanan penerbitan SIM online dan SIM keliling dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada publik agar memudahkan pengurus SIM dan untuk lebih meminimalisir pemohon SIM yang datang secara langsung di Polres Gowa.
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Data Pembuatan SIM
BARU	SIM A	SIM B.1	SIM B.2	SIM C	SIM D	4098	523	325	10345	2	PPJ	SIM A	SIM B.1	SIM B.2	SIM C	SIM D	2490	306	285	7585	0	
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